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REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat 

(5) dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian, perlu pengaturan tentang bentuk 

pelaksanaan dan tata cara pemberian ijin penanaman 

modal bagi badan usaha dalam pelaksanaan 

transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata 

Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan 
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Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5050); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5404); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5497);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 

Persyaratan di bidang Penanaman Modal (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 222); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA 

PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN 

USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

2. Penanaman Modal Dalam Pelaksanaan Transmigrasi 

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

kegiatan usaha yang terintegrasi dengan sebagian atau 

keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi. 
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3. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 

berupa penanam modal dalam negeri dan/atau 

penanam modal asing. 

4. Penanam Modal Dalam Pelaksanaan Transmigrasi 

adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum 

termasuk koperasi yang melakukan penanaman modal 

terintegrasi dengan sebagian atau keseluruhan proses 

pelaksanaan transmigrasi. 

5. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, 

baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar 

prinsip saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 

masyarakat transmigrasi dengan badan usaha. 

6. Pelaksanaan Transmigrasi adalah rangkaian kegiatan 

pembangunan transmigrasi yang mencakup 

perencanaan kawasan, pembangunan kawasan, 

penataan persebaran penduduk dan fasilitasi 

perpindahan transmigran, serta pengembangan 

masyarakat dan kawasan transmigrasi. 

7. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk 

lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam 

modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

8. Izin Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya 

disingkat IPT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Menteri atau Pejabat yang diberikan kewenangan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang 

15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagai 

bukti legalitas bahwa badan usaha telah memenuhi 

persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan 

suatu kegiatan usaha penanaman modal dalam 

pelaksanaan transmigrasi.  
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